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Abstrak
Pekerjaan tukang gigi adalah membuat gigi tiruan yaitu gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan
akrilik. Namun kenyataannya, masih ada tukang gigi yang bekerja diluar kewenanganya yaitu seperti
menambal gigi, mencabut gigi, memasang behel, veneer gigi, scaling, dan bleaching. Banyak kasus yang
merugikan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa terjadi akibat pekerjaan tukang gigi di luar
kewenangannya, seperti infeksi, kanker bahkan kematian. Hal ini diakibat pekerjaan tukang gigi hanya
berdasarkan ilmu turun temurun bukan berdasarkan pendidikan formal ilmu kedokteran gigi. Kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut dan tidak adanya pembinaan serta
pengawasan pemerintah terhadap pekerjaan tukang gigi supaya bekerja sesuai dengan aturan yang
berlaku menyebabkan bertambah banyak kasus yang merugikan masyarakat sebagai penerima layanan
jasa tukang gigi. Tujuan tesis ini adalah untuk meninjau perspektif hukum terhadap tanggung jawab
tukang gigi dalam pekerjaan dan kewenangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Dapat
dilihat dari hasil penelitian bahwa dari perspektif hukum, kesalahan yang diperbuat oleh tukang gigi
yang bekerja diluar kewenangannya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 39 Tahun 2014 adalah meliputi beberapa aspek hukum, yaitu aspek hukum pidana, hukum

perdata, dan hukum administrasi negara.

Kata Kunci: 7anggung Jawab, Tukang Gigi, Dokter Gigi

Copyright @ Moh Raja Amarullah, Diki Zukriadi


https://j/
https://j-innovative.org/index.php/Innovative
https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Abstract

The job of a dentist is to make dentures, namely removable dentures made of acrylic. However, in reality,
there are still dentists who work outside their authority, such as filling teeth, extracting teeth, installing
braces, dental veneers, scaling, and bleaching. Many cases that are detrimental to the community as
consumers of services occur due to the work of dentists outside their authority, such as infections, cancer
and even death. This is because the work of dentists is only based on hereditary knowledge, not on
formal education in dentistry. The lack of public awareness of dental and oral health and the absence of
government guidance and supervision of the work of dentists so that they work in accordance with
applicable regulations have led to an increase in cases that are detrimental to the community as
recipients of dental services. The purpose of this thesis is to review the legal perspective on the
responsibility of dentists in their work and authority. The method used in normative legal research with
a statutory, conceptual and comparative legal approach. It can be seen from the research results that
from a legal perspective, the mistakes made by dentists who work outside their authority as regulated
in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 include several legal aspects, namely
aspects of criminal law, civil law, and state administrative law.

Keywords: Responsibility, Dentist Dentist

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan
hukum praktik kedokteran gigi di Indonesia. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah
menjamin bahwa pelayanan jasa praktik kedokteran gigi hanya dilakukan oleh dokter gigi.
Dalam pelaksanaan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia bahwa penyelenggaraan
pelayanan kesehatan gigi merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam upaya kesehatan
yang dilakukan oleh dokter gigi dengan etik dan moral yang tinggi, serta dengan keahlian
dan kewenangan yang dimiliki oleh dokter gigi yang secara terus-menerus ditingkatkan
mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi,
serta pembinaan, pengawasan, serta pemantauan agar penyelenggaraan praktik
kedokteran gigi bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
terkini.

Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat ditemukan pelayanan jasa praktik
kedokteran gigi yang dilakukan selain dari dokter gigi yaitu tukang gigi yang sering pula
menyebut dirinya sebagai ahli gigi dan/atau sebagai penyedia jasa mencabut gigi,
menambal gigi, memasang kawat gigi/behel, scaling, bleaching, veneer yang juga
dilakukan di salon-salan kecantikan dimana hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat

sebagai penerima layanan jasa tukang gigi karena mengakibatkan kerusakan dan
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membahayakan kesehatan.(Dewi & Suryoutomo, 2022) Tukang gigi, ahli gigi, dan/atau
salon kecantikan tidak pernah menerima pendidikan kedokteran gigi sebelumnya, sehingga
semua tindakan yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan ilmu kedokteran gigi dan
melalaikan prinsip-prinsip kesehatan demi mendapatkan keuntungan. Mengingat sampai
hari ini bangsa Indonesia bahkan dunia masih terus berjuang menghadapi Covid 19, tentu
saja masyarakat perlu dilindungi untuk mencegah penyakit ini meluas dengan praktik yang
melalaikan prinsip kesehatan seperti pemakaian alat pelindung diri (APD) .(Asriwana,2019)

Penanganan yang tepat dalam mencegah ataupun menangani penyakit pada
kesehatan gigi dan mulut haruslah kepada ahlinya yaitu dokter gigi. Hal ini dikarenakan
dokter gigi dianggap mampu dan memiliki kapasitas sesuai kompetensinya untuk
melakukan upaya kesehatan gigi dan mulut. Anggapan yang timbul di masyarakat ialah
tidak terjangkaunya biaya perawatan gigi oleh masyarakat kelas menengah kebawah.,
sehingga tukang gigi menjadi alternatif pengobatan bagi sebagian masyarakat.
(Mangundap et al., 2019)

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada media sosial
pemasangan kawat gigi/behel, bleaching, dan veneer gigi menjadi marak dikalangan
masyarakat terutama remaja dan anak-anak muda demi gaya hidup trendy/fashionable.
Dimana pekerjaan ini juga dilakukan oleh tukang gigi diluar batas kewenangannya dengan
menawarkan harga murah. Di sisi lain, beredar pula informasi di media sosial yang berkaitan
dengan kelalaian pekerjaan tukang gigi karena sudah melakukan pekerjaan diluar
kewenangannya seperti sakit berkepanjangan, infeksi, kanker bahkan kematian yang
disebabkan oleh pekerjaan tukang gigi yang tidak sesuai dengan standar prosedur medis.
Hal ini menjadikan posisi masyarakat sebagai korban meski sebagian besar kasus tidak
ditindaklanjuti secara hukum. Terdapat lebih dari seribu enam puluh lima kasus yang sudah
didokumentasikan didalam akun instagram @korbantukanggigi dan masalah yang
ditimbulkan sangat bermacam-macam, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal
dunia. (Reza, 2020)

Hal ini menjadi lebih sulit diungkap karena seringkali tukang gigi berpindah-pindah
tempat usaha dan tidak memiliki surat izin usaha. Dari data yang penulis dapatkan dari
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir
tidak ada tukang gigi yang mengurus izin usaha atau terdaftar di wilayah kabupaten Bintan.
Banyaknya tukang gigi yang membuka usaha belum terdata oleh instansi terkait
menyebabkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tidak mengetahui secara pasti berapa

jumlah tukang gigi yang bekerja di wilayah Kabupaten Bintan, karena belum secara resmi
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melakukan pendataan. Hal sebaliknya terjadi pada jumlah dokter gigi yang praktek di
wilayah kabupaten Bintan terdata di PDGI Cabang Bintan sesuai dengan banyaknya dokter
gigi yang berizin praktek di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bintan, dalam 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 35 dokter gigi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti perihal ini yang bertentangan
dengan tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu
untuk menegakkan tatanan sosial yang tertib dan menegakkan ketertiban dan
keseimbangan. Diharapkan dengan terbentuknya tatanan sosial maka kepentingan umat
manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang bertanggung
jawab membagi hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan,
dan standarisasi metode penyelesaian masalah hukum dan menjaga kepastian hukum.
Penelitian ini akan mendalami tentang tanggung jawab hukum bagi tukang gigi tersebut
dengan versus dokter gigi yang menjalankan profesi prakteknya. (Farahdiba et al., 2021)

Berdasarkan pada paparan tersebut maka tulisan ini akan menganalisa mengenai
Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi dalam Melakukan Pekerjaannya Versus Dokter Gigi
Yang Menjalankan Prakteknya Dalam disiplin ilmu hukum mengatakan serta membagi -
bagi jenis penelitian menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian secara Normatif dan Empiris. Didalam
penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Normatif, dimana penelitian ini bertitik fokus
kepada pendekatan sekunder yang disebut penelitian dalam bentuk Perundang -
Undangan dan kaidah — kaidah hukum yang berlaku serta data primer sebagai data
pendukung. tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum yang bersendikan
keadilan untuk menegakkan tatanan sosial yang tertib dan keseimbangan dalam hubungan
antar individu dalam masyarakat. Diharapkan dengan terbentuknya tatanan sosial yang
tertib maka kepentingan umat manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut,
undang-undang bertanggung jawab membagi hak dan kewajiban antar individu dalam
masyarakat, berbagi kekuasaan, dan standarisasi metode penyelesaian masalah hukum dan
kepastian hukum.

Peneliti dalam hal ini membuat batasan rumusan masalah untuk penulisan karya tulis
ini agar memiliki batasan dalam pembahasan yang lebih sistematis dan mendasar. Fokus
topik yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan kewenangan tukang gigi dan dokter gigi agar tidak terjadi

tumpang tindih dalam pemberian pelayanan?
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2. Apakah kewenangan dan tanggungjawab tukang gigi telah memenuhi perlindungan
hukum terhadap pasien?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap tukang gigi dalam memberikan layanan jasa

diluar kewenangannya?

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana
yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-
kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum
tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Undang-Undang atau peraturan
lainnya yang diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian
Normatif ini sering disebut penelitian doktrinal dimana objek kajiannya adalah dokumen
peraturan PerUndang-Undangan dan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang
dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto
penelitian hukum dapat dibagi dalam: Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

Penelitian sejarah hukum

vk W

Penelitian perbandingan hukum

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif),
maka dapat digunakan lebih dari suatu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan
pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan Perundang-
Undangan dilakukan untuk meneliti aturan PerUndang-Undangan yang mengatur Dalam
perspektif teori hukum, keadilan merupakan tujuan utama dari aliran hukum alam. Dimana
aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Dalam
konteks Indonesia keadilan sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila
sebagai dasar negara. Ayat ke lima dalam pancasila dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan ayat ini dapat dikatakan bahwa keadilan harus
ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian sebagai perwujudan kebhinekaan

Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan pembangunan yang
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diorientasikan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan

yang menyuluruh pembangunan hukum merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pembatasan kewenangan tukang gigi dan dokter gigi agar tidak terjadi
tumpang tindih pemberian pelayanan.

Tukang gigi melakukan suatu tindakan pelayanan kesehatan gigi dengan
menggunakan metode, cara dan alat yang sama dengan dokter gigi tanpa didasari ilmu
kedokteran gigi, hanya berdasarkan pada ilmu turun-temurun dan otodidak. Menimbang
bahwa tindakan ini sangat beresiko bahkan membahayakan kesehatan seseorang maka
sangat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap pasien maupun tukang gigi itu
sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat
dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek
hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Kewenangan tukang gigi dalam
menjalankan pekerjaannya merupakan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yaitu membuat dan memasang gigi tiruan lepas
pasang yaitu membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari
bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang
gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic
dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dimana pekerjaan tukang gigi tersebut hanya dapat
dilakukan dengan tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan
kematian serta tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
(Anisa,2018)

Namun pada kenyataannya ditengah masyarakat marak ditemukan pelayanan jasa
praktik kedokteran gigi yang dilakukan oleh tukang gigi (ahli gigi) seperti mencabut gigi,
menambal gigi, memasang kawat gigi/behel, scaling, bleaching gigi dan veneer gigi.
Dimana kegiatan tersebut dilakukan ke rumah-rumah pelanggan dan atau pada salon-salan
kecantikan melalui promosi online.(Hukum et al., n.d.) Tukang gigi dianggap sebagai tenaga
di bidang pengobatan tradisional yang diakui pemerintah berdasarkan pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, selama para
tukang gigi tersebut menaati aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang
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Gigi. Undang-Undang Kesehatan telah mengatur bahwa berdasarkan cara pengobatannya,
pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang
menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan
ramuan. Tukang gigi melakukan pekerjaannya dengan menggunakan keterampilan
berdasarkan pengetahuan otodidak dan turun-temurun tanpa pendidikan formal, oleh
sebab itu tukang gigi dikategorikan sebagai penyehat tradisional empiris.(Dwimaya Marlies
dan Suyatna Nyoman, 2020) Hal ini pula yang membedakan tukang gigi dengan tenaga
kesehatan tradisional. Tenaga kesehatan tradisional adalah tenaga kesehatan yang terlatih
melalui pendidikan formal dan bekerja sesuai kompetensinya sebagai tanaga kesehatan
tradisional (dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer) sebagai
tenaga kesehatan yang diatur didalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Sebagai
penyehat tradisional, tukang gigi dilarang menggunakan alat kedokteran gigi dan
penunjang diagnostik kedokteran gigi. Pekerjaan tukang gigi sebagai penyehat tradisional
dibatasi hanya berupa upaya promotif dan preventif dan sifatnya tidak invasif. Sedangkan
tindakan pencabutan gigi, penambalan gigi, scaling, bleaching gigi, veneer gigi merupakan
tindakan invasif kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter gigi sebagai tindakan yang
bersifat kuratif dan rehabilitatif.(DM1 et al., 2022)

Apakah kewenangan dan tanggungjawab tukang gigi telah memenuhi perlindungan
hukum terhadap pasien.

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya,
antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat
lainnya, hal ini akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Sesuai
dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon demi untuk memenuhi perlindungan
hukum terhadap pasiennya maka tukang gigi seharusnya memberikan apa yang menjadi
hak-hak pasien sebagai subyek hukum berdasarkan kewenangannya. Namun peneliti
terlebih dulu akan membahas hubungan hukum tukang gigi dan pasien sebagai pengguna
jasa. Pasal 1233 KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan subyek hukum atau seseorang
dapat terikat dengan hubungan hukum dengan orang atau subyek hukum lain yang
disebabkan karena mengikatkan diri dan menetapkan suatu janji dikarenakan adanya suatu
perjanjian yang ditetapkan diantara mereka atau seseorang atau suatu subyek hukum lain
terikat dalam hubungan hukum dengan subyek hukum lain karena adanya ketentuan
undang-undang yang mengikat mereka. Apabila keadaan ini diterapkan pada tukang gigi

dan pasiennya, hubungan tukang gigi dengan pasien dapat terjadi berdasar perjanjian atau
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ius contractu. Dimana hubungan hukum ini adalah bentuk yang paling umum. Pasien
datang ke tempat praktek tukang gigi dan di tangani tukang gigi.(Intan Sri Lestari & Sri
Ratna Suminar, 2022) Dalam kondisi seperti ini telah terjadi suatu hubungan hukum secara
sukarela antar pasien dan tukang gigi dengan kehendak bebas. Gugatan terhadap tukang
gigi dapat timbul adalah wanprestasi dalam tindakan medis yang dilakukan tukang gigi
terhadap pasien. Namun begitu, suatu tindakan atau non tindakan yang dilakukan sesorang
dan menimbulkan kerugian pada orang lain, dalam hukum perdata, diharuskan untuk
membayar kerugian tersebut. Pada jenis perikatan ini tukang gigi dapat digugat
berdasarkan wanprestasi.

Sementara itu, berdasarkan bentuknya hubungan tukang gigi dan pasien adalah
berupa hubungan kontrak yang tersirat (implied contact). Dalam bentuk ini adanya kontrak
itu disimpulkan dari tindakan-tindakan para pihak. Munculnya kontrak ini bukan karena
adanya persetujuan tetapi dianggap ada oleh hukum berdasarkan akal sehat dan keadilan.
Maka jika seseorang datang ke praktek tukang gigi dan menerima pasien, melakukan
pemeriksaan terhadap pasien dan memberikan tindakan pengobatan, maka dianggap
secara tersirat sudah ada hubungan kontrak antara tukang gigi dan pasien. Oleh sebab itu,
maka hubungan tukang gigi dan pasien dapat dimasukkan dalam suatu hubungan
kontraktual dengan mengandung dua (2) unsur berikut:

a) Adanya suatu persetujuan (consensual, agreement) atas dasar saling menyetujui

dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan.

b) Adanya kepercayaan (fiduciary relationship) karena hubungan kontraktual

tersebut dibuat berdasarkan saling percaya para pihak.

Untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap pasien terhadap pekerjaan tukang
gigi yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya seperti yang diatur didalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 adalah atas dasar pertimbangan untuk
meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab maka
pemerintah telah menetapkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dengan tujuan sebagai berikut:

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri.

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari akses negatif pemakaian barang/jasa;
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¢) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

f)  Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

Bagaimana akibat hukum terhadap tukang gigi dalam memberikan layanan jasa diluar
kewenangannya

Oknum-oknum tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya serta
kasus yang terjadi secara terus menerus di dalam masyarakat hingga menimbulkan korban
menunjukkan bahwa hukum yang tidak diterapkan dengan benar. Philipus M. Hadjon
menulis bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu
bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian. Dalam hal ini negaralah yang memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
digunakan oleh warganya sebagai bentuk perlindungan hukum. Tanggung jawab adalah
suatu akibat atas konseksuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan
dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu
terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan
perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.(Nababan, 2020) Pertanggungjawaban harus
memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagai suatu bentuk upaya
pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat,
pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya
dapat ditinjau dari dan hukum kesehatan, .hukum pidana, perdata, administrasi.
(Dharmawan & Jonathan, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tukang gigi yang memberikan

layanan jasa diluar kewenangannya dapat membahayakan kesehatan pasien dan hal ini
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sudah pasti telah merugikan pasien sebagai konsumen. Kerugian yang dapat dialami
seseorang sebagai pengguna jasa tukang gigi yang melakukan pekerjaan melebihi batas
kewenangannya, yaitu: Kerugian materiil, yaitu kerugian yang berupa yang nyata diderita
dari keuntungan yang semestinya diperoleh. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang
berupa seperti sakit, ketakutan, dan kehilangan semangat hidup. Akibat hukum terhadap
konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi ialah konsumen dapat melaporkan
atas tindakan jasa tukang gigi yang mengakibatkan kerugian yang diderita konsumen
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Setelah mendapatkan laporan dari konsumen
Dinas Kesehatan memberikan sanksi administratif sesuai dalam Peraturan Menteri
Kesehatan No 39 tahun 2014, pasal 11 yaitu berupa teguran tertulis hingga pencabutan
izin.(Yudistira et al., 2021)

Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah
hubungan hukum keperdataan. Ini berarti bahwa tiap perilaku yang merugikan konsumen
harus diselesaikan secara perdata. Namun pada Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku Pasal 45 :

a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.

b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang
bersengketa.

c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur

dalam Undang-undang.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Sanksi yang dapat
dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana

tambahan. Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh

Copyright @ Moh Raja Amarullah, Diki Zukriadi



pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

pelaku usaha.(Anggarita & Purwani, 2020).

SIMPULAN

Bahwa Pembatasan Kewenangan Tukang Gigi dan Dokter Gigi Agar Tidak Terjadi
Tumpang Tindih dalam Pemberian Pelayanan adalah pekerjaan dan kewenangan tukang
gigi telah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan
Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa Tukang Gigi adalah setiap orang yang
mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Agar pekerjaan
tukang gigi tidak melewati batas kewenangannya diperlukan pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
Pembinaan bertujuan agar tukang gigi memahami bahwa pekerjaannya harus
bersesuaian dengan kewenanganya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan,
Pekerjaan Tukang Gigi. Sedangkan pengawasan bertujuan untuk mengontrol pekerjaan
tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan
pemerintah. Pembinaan dan pengawasan ini dapat dimulai dari pendataan terhadap
jumlah tukang gigi yang bekerja di wilayahnya, masalah yang berkaitan dengan
perizinan tukang gigi dan juga menertibkan tukang gigi yang melakukan promosi online
yang menyesatkan masyarakat. Dimana pembinaan dan pengawasan ini juga
melibatkan institusi terkait, seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang setempat.
Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan tukang gigi dengan pelayanan dokter
gigi di masyarakat.

Kewenangan dan Tanggung jawab Tukang Gigi dalam Memenuhi Perlindungan
Hukum Terhadap Pasien adalah untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap pasien
oleh pekerjaan tukang gigi yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya seperti yang
diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, yang merupakan
dasar pertimbangan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha
yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Untuk memenuhi kewajiban tersebut maka dalam melakukan pekerjaannya tukang gigi

wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi dan hal-hal
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lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi, melakukan pencatatan
pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus, membuat laporan secara berkala tiap
3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah
pengguna jasa tukang gigi dan tindakan apa saja yang dilakukan. Dengan demikian
perlindungan hukum terhadap pasien dapat tercapai.

Akibat Hukum Terhadap Tukang Gigi Dalam Memberikan Layanan Jasa Diluar
Kewenangannya adalah sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota
seperti yang diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014
yang berupa a. teguran tertulis; b. pencabutan izin sementara; dan c¢. pencabutan izin
tetap. Sanksi Perdata seperti yang diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1365 dan pasal 1366.
Sanksi Pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 351, Pasal 359 Pasal 360 dan Pasal 361
KUHP.(Adelina et al.,2019).
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